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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN PERIMBANGAN PENERAPAN SANKSI 

PIDANA DALAM UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN 

DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN 

DENGAN ASAS SUBSIDIARITAS HUKUM PIDANA 

 

A. Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Lingkungan Hidup 

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu 

organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic 

factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor). 10 Dari 

hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: 

a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan 

kimia, dan lain-lain.25 Pada hakikatnya keseimbangan alam (balance of 

nature) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. 

Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan 

dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual 

selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan 

fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena 

adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan 

                                                           
25 Agoes Soegianto. Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan. 

Surabaya: Airlangga University Press, 2010, hlm. 1 



26 
 

perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia memunyai 

kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu 

tidak drastis.26 

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara 

bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut 

meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya 

digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam 

pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun 

biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan 

lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna 

yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung 

lingkungan. 

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan 

hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di 

dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam 

ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup 

serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara 

itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai 

ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda 

hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di 

atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat 

                                                           
26 Ibid, hlm. 39 
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luas. Lebih jelas L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke 

dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:27 

a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari 

gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, 

gaya tarik, ombak, dan sebagainya.  

b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuau yang bersifat biotis 

berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga 

disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti 

reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.  

c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :  

1) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil 

(alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,  

2) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap 

sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua 

bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber 

organik, dan  

3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat 

batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan 

keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, 

bahasa, dan lain-lain.  

                                                           
27 St.Munadjat Danusaputra, Hukum Lingkungan Buku 11, Bandung: Nasional Binacit. 

1985. hlm. 201 
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d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara 

institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang 

terdapat di daerah kota atau desa. 

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. 

Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : “secara 

umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan 

dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan 

mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas 

ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun 

praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat 

dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor 

ekonomi, faktor soasial dan lain-lain”.28 

Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati 

suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat 

juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air 

dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang 

ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah 

dinamakan lingkungan hidup. Secara yuridis pengertian lingkungan 

hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 

(disingkat UULH-1982) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali 

                                                           
28 RM Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, 1991, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm 14 
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dalam UU No. 23 Tahun 1997 (disingkat UUPLH-1997) tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 

2009 (disingkat UUPPLH-2009) tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian 

lingkungan hidup menurut UUPLH-2009 dengan kedua undang-

undang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, 

tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi 

antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada 

ekosentris. 

Berdasarkan pengertian dalam ketiga undang-undang tersebut, 

jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, 

yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (biotic) dan unsur atau 

komponen makhluk tak hidup (abiotic). Di antara unsur-unsur tersebut 

terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada 

ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan 

secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan 

benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal 

balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan 

bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan 

lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi 

lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan 

memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari 
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hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.29 Kesadaran 

lingkungan adalah perhatian atau kepedulian masyarakat dunia 

terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah 

lingkungan. Secara umum kesadaran lingkungan telah dimulai sejak 

tahun 1950-an sebagai akibat terjadinya berbagai kasus lingkungan di 

dunia. Secara global perhatian terhadapa lingkungan dimulai di 

kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu peninjauan 

terhadap hasil-hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 

(1960-1970). Kebijakan lingkungan adalah kebijakan negara atau 

pemerintah di bidang lingkungan. Kebijakan lingkungan dengan 

demikian menjadi bagian dari kebijakan publik.30 

2. Prosedur Pembuangan Limbah 

Limbah industri kayu lapis dapat berbentuk core, spur trim, round 

up, clipping, trimming, serbuk gergaji dan debu amplas kayu. Hampir 

seluruh produksi kayulapis berkontribusi terhadap produksi limbah 

dengan jumlah dan karakteristik yang berbeda. Jenis dan sumber 

limbah industri kayu lapis meliputi: 

a. Limbah Padat. 

Limbah padat yang dihasilkan dari industri kayu lapis hampir 

terjadi pada setiap mesin sehingga kuantitasnyan sangat besar yaitu 

mencapai 40% dari volume kayu yang masuk. Besarnya prosenase 

                                                           
29 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan:Perspektif Global Dan Nasional, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2016, hlm. 1 
30 Ibid, hlm. 11 
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limbah padat dalam proses produksi kayu lapis mengharuskan 

setiap proses pengolahan kayu lapis memanfaatkan limbah padat 

tersebut secara optimal. Limabh padat yang dihasilkan dalam poses 

produksi kayu lapis meliputi kayu aktif, sebuk gergaji, sisa 

potongan, kulit kayu, inti kayu, potongan tepi kayu, sisa kupasan, 

sisa potongan veener, veener yang tidak standar sisa potongan 

core, core reject, padatan glue, ceceran glue, sisa potongan sisi 

panel, sebetan, serbuk hasikl pengamplasan, lumpur (sludge). 

Limbah padat dari proses produksi kayu lapis yang dominan adalah 

limbah kayu. Selain limbah kayu tersebut, pada industri kayu lapis 

terdapat juga limbah padat domestik yang merupakan sisa dari 

aktifitas tenaga kerja, mengingat industri kayu lapis pada 

umumnya menggunakan sumber daya manusia yang sangat 

banyak. Limbah padat domestik ini berupa kertas, tissue dan 

plastik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya limbah padat 

yang dihasilkan pada industri kayu lapis  meliputi: 

1) Jumlah dan kondisi kayu yang digunakan untuk produksi kayu 

lapis 

2) Cara pengolahan dan banyaknya limbah kayu yang diolah 

kembali untuk proses produksi lanjutan 

3) Mesin-mesin produksi yang digunakan 
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4) Jumlah karyawan di industri kayu lapis yang akan 

mempengaruhi jumlah limbah padat domestik 

a. Limbah cair 

 Air limbah yang dihasilkan dalam proses produksi kayu 

lapis secara umum hanya dihasilkan dari proses pencucian dan 

mesin glue spreader dan proses pencucian mesin dan peralatan 

produksi lainnya. Hal ini menyebabkan komposisi yang terkandung 

dalam limbah cair yang dihasilkan adalah air dan bahan-bahan 

yang digunakan dalam pembuatan perekat. Sesuai dengan sumber 

asalnya yaitu mesin glue spreader maka air limbah yang dihasilkan 

mengandung bahan-bahan sesuai dengan jenis perekat yang 

digunakan. Misalnya, untuk jenis perekat urea formafehide, bahan 

asalnya yaitu urea formaldehide resin tepung industri,  kaolin, 

hardener, T-500, catcher dan bassilium. Untuk jenis perekat lain 

perbedaannya hanya pada resin yang digunakan yaitu melamin 

formaldehide resin dan fenol formaldehide  resin.  Namun  pada  

umumnya, dari tiap-tiap perekat yang dibuat, kandungan atau 

komposisi terbesar adalah resin yang digunakan yaitu mencapai 

70-80% dari total campuran perekat, sedangkan sisanya adalah 

bahan-bahan tambahan yang komposisinya berbeda-beda untuk 

tiap perekat. Karakteristik air limbah industri kayu lapis pada 

umumnya didominasi oleh nilai pH, BOD (Biological Oxygen 

Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TSS, phenol, amonia 
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total dan pH. Sistem pengolahan air limbah akan ditentukan oleh 

parameter dari air limbah yang dihasilkan. Dengan mengetahui 

jenis-jenis parameter di dalam air limbah, maka dapat ditetapkan 

metoda pengolahan dan pilihan jenis peralatan yang diperlukan. 

Pada industri kayu lapis, faktor-faktor yang mempengaruhi 

timbulnya air limbah adalah sebagai berikut (Anonymous, 2010): 

1) Jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan perekat 

2) Jumlah air yang digunakan dalam proses pencucian alat dan 

mesin produksi 

3) Frekuensi pergantian lem/perekat yang digunakan 

4) Sistem/proses produksi  yang digunakan (kering/basah) 

5) Jumlah karyawan di industri kayu lapis yang akan 

mempengaruhi jumlah air limbah domestik 

 

B. Hukum Pidana 

1. Teori Hukum Pidana 

a. Teori Absolut 

Teori absolut atau disebut juga dengan teori pembalasan. 

Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembenaran 

dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, 

terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana 

tersebut. Dalam ajaran ini, pidana terlepas dari dampaknya di masa 

depan, karena telah dilakukan suatu kejahatan maka harus 
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dijatuhkan hukuman.  Dalam ajaran absolut ini terdapat keyakinan 

yang mutlak atas pidana itu sendiri, sekalipun penjatuhan pidana 

sebenarnya tidak berguna atau bahkan memiliki dampak yang lebih 

buruk terhadap pelaku kejahatan. Maksud dan tujuan teori absolut 

ini selain sebagai pembalasan, menurut pandangan Stammler 

adalah juga untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa hukum 

telah ditegakkan. Tujuan pemidanaan dalam ajaran absolut ini 

memang jelas sebagai pembalasan, karena dalam ajaran ini tidak 

dijelaskan mengapa harus dianggap adil meniadakan rasa 

terganggunya masyarakat dengan cara menjatuhkan penderitaan 

terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.  

 

b. Teori Relatif 

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa 

pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam 

masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu 

kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap di 

pelihara. Dalam teori relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek 

yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar 

seorang tidak mengulangi perbuatannya. Hukum pidana 

diposisikan sebagai ancaman sosial dan psikis. Hal tersebut 

menjadi suatu alasan mengapa hukum pidana kuno 

mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan 
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pelaksanaannya harus dilakukan di muka umum, yang tidak lain 

bertujuan untuk memberikan ancaman kepada masyarakat luas. 

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 macam 

yaitu: 

1) Teori Pencegahan Umum 

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat 

ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat 

kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh 

oleh masyarakat agar tidak meniru melakukan perbuatan yang 

serupa dengan penjahat itu. Feurbach memberkenalkan teori 

pencegahan umum yang disebut dengan Paksaan Psikologis. 

Dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, 

melainkan melaului ancaman pidana dalam perundang-

undangan. Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah 

suatu kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila 

pidana tidak di jatuhkan akan mengakibatkan hilangnya 

kekuatan dari ancaman tersebut. Ajaran yang dikembangkan 

Feurerbach tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, hanya 

syarat bahwa ancaman pidana tersebut harus sudah ditetapkan 

terllebih dahulu. 

2) Teori Pencegahan Khusus 

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku 

kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi 
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melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah 

berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam 

bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan 

menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu 

menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya 

menjadi tidak berdaya. Van Hammel membuat suatu gambaran 

tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu: 

a) Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni 

untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat 

dicegah dengan cara penjatuhan pidana agar orang tdak 

melakukan niat jahat. 

b) Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara 

menjatuhkan tindak pidana, penjatuhan pidana harus 

bersifat memperbaiki dirinya. 

c) Jika penjatuhan itu tidak dapat di perbaiki, penjatuhan 

pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka 

tidak berdaya. 

d) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan 

tata tertib hukum dalam masyarakat. 

c. Teori Gabungan 

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 

pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu 
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menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat 

dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 

pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang 

perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib di 

masyarakat. 

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 

boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 

Titik tolak dari ajaran ini, sebagaimana diantu oleh Hugo 

Grotius, adalah bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka ia 

akan terkena derita. Penderitaan dianggap wajar diterima oleh 

pelaku kejahatan, tetapi manfaat sosial akan mempengaruhi 

berat-ringannya deriata yang layak dijatuhkan. 

 

d. Teori Integratif  

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar 

dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dewasa ini masalah 

pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha 

untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-

hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional 

dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional 

yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang 

menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak 
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yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan 

adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan 

pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka 

mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak 

pidana (individual and social damages). Pemilihan teori integratif 

tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atyas alasan- alasan, baik 

yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara 

sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh 

Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan 

tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadapa hakekat 

manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang 

mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan 

untuk menerapkan teori- teori tertentu serta kemungkinan-

kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan 

persyaratan-persyaratan tersebut. Alasan secara ideologis, dengan 

mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan 

Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan 

martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan 

kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk 

pribadi dan sekaligus sosial. 

Pancasial yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan 

kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup 
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akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan 

keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam 

hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia 

dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahirlah dan 

kebahagiaan rohani. Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis 

Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : 

Hanya ada dua tujuan untama dari pemidanaan, yakni pengenaan 

penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan 

kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan 

pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan 

pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara 

tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara 

menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun 

tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang 

bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari 

segala perspektif. Pidana merupaka suatu kebutuhan, tetapi 

merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena 

mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang 

pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan. Berdasarkan 

alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi 

menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan 

pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan 

sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh 
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tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan 

yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang 

merupakan titik berat sifatnya kasuitis. Perangkat tujuan 

pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :  

1) Pencegahan (umum dan khusus);  

2) Perlindungan Masyarakat;  

3) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan  

4) Pengimbalan/Pengimbangan. 

  

e. Restoration  

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada 

korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam 

restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk 

mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat 

mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui 

bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan 

pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku 

untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi 

anggota masyarakat yang bertanggung jawab.  

Tujuan dari teori restoration adalah restorasi komunitas 

yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku 

dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan 

demikian, hal yang terpenting adalah penekanan pada proses yang 

memberikan hasil maksimal; orentasi yang sama antara korban, 
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pelaku dan masyarakat; serta orentasi pada hubungan dan 

konsekuensialisme ke depan. 

 

f. Incapacitation (inkapasitasi/pelemahan) 

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada 

pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan 

perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan 

pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan 

mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu 

dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, 

pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum 

dengan amputasi tangan mereka 

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk 

menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk 

melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (incapacitation) merupakan 

paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara 

penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari 

inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. 

Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi 

kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah 

agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.  

Tujuan dari inkapasitas adalah untuk menghilangkan pelaku 

dari masyarakat dengan tujuan mencegah mereka untuk terus 
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mengancam orang lain. Pendekatan yang digunakan oleh teori ini 

adalah bahwa terdapat individu kriminal yang cenderung tidak 

dapat dicegah atau direhabilitasi. 

Inkapasitasi berhubungan dengan model penjagaan 

(custodial model). Model ini memandang bahwa perilaku 

pelanggar hukum tidak akan berubah melalui pemenjaraan. 

Namun, minimal dalam waktu tertentu - pada saat pelanggar 

hukum dipenjara- ia tidak dapat melakukan tindakan yang 

mengancam masyarakat. Upaya melindungi masyarakat menjadi 

kepentingan yang dominan. Masyarakat terlindungi dari 

kejahatannya ‘hanya’ pada saat pelaku kejahatan berada di penjara. 

 

C. Asas Subsidiaritas 

1. Asas Subsidiaritas 

Undang-undang nomo 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup memberlakukan beberapa sanksi yakni 

sanksi andministratif, sanksi denda dan sanksi pidana. Berlakunya 

sanksi pidana dalam UUPPLH tetap pada prinsip asas subsidiaritas  

Asas subsidiaritas hukum pidana dalam UUPPLH mengartikan 

penerapan Instrumen hukum pidana yang dilakukan sebagai tambahan 

(subsider) manakala instrumen hukum lainnya tidak berfungsi, atau 
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penerapan hukum pidana merupakan ultimum remidium (upaya /obat 

terakhir)31 

Pemahaman asas subsidiaritas dalam penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup terkait penggunaan instrumen hukum pidana ini 

penting sehubungan terdapat perdebatan mengenai apakah penerapan 

hukum pidana merupakan ultimum remidium (upaya terakhir) atau 

premium remidium (upaya yang utama) dalam menyelesikan kasus 

lingkungan hidup. 

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas 

ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum 

pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum 

administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum 

remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu 

pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan 

gangguan (penjelasan umum angka 6 UUPPLH 2009 

 

2. Asas Subsidiaritas Hukum Pidana Dalam Hukum 

Lingkungan 

a. Asas Subsidiaritasn dalam model Hukum Kontinental 

Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya 

ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas 

subsidiaritas,yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan 

                                                           
31 https://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2016/06/asas-subsidiaritas-hukum-pidana-

dalam.html diakses pada tangga 21 oktober 2017 pukul 23.00 

https://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2016/06/asas-subsidiaritas-hukum-pidana-dalam.html
https://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2016/06/asas-subsidiaritas-hukum-pidana-dalam.html
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apabila sanksi bidang hukum lain tidak berhasil. Di negeri Belanda 

dalam rangka sanksi pidana untuk pelanggaran dibidang 

lingkungan, telah dimasukkan pasal-pasal baru dalam Wetboek van 

Strafrecht (WVS), yaitu pasal 173a dan 173b. Kedua pasal tersebut 

mengenai ketentuan untuk melindungi manusia terhadap 

pencemaran berat lingkungan. Hukum pidana lingkungan 

(Milieustrafrecht) terdapat dalam WVSr dan dalam undang-undang 

khusus mengenai lingkungan. Yang perlu mendapatkan perhatian 

khusus adalah adanya berbagai kewajiban, seperti kewajiban 

mengukur (meetingsplicht), kewajiban mendaftarkan 

(regristratieplicht), dan kewajiban melapor (meldingsplicht). 

Dalam berbagai undang-undang mengenai hukum lingkungan, 

kewajiban tersebut dicantumkan dan jika tidak dilaksanakan maka 

akan dikenai sanksi pidana. Penegakkan hukum administratif 

berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh 

lembaga pemerintah. Dalam hubungan ini dapat kiranya disebutkan 

diantaranya penetapan dwangsom (uang paksaan) oleh “B.en W” 

(badan pemerintahan harian kotamadya). Sedangkan penegakan 

hukum perdata dikaitkan dengan tersedianya instrument yuridis 

oleh hukum perdata kepada seseorang untuk digunakan dalam 

rangka penegakan norma-norma hukum lingkungan. 

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum baik itu hukum 

administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, hukum di 
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negeri Belanda sangat berhubungan dengan apa yang dikenal 

sebagai penyidikan. Kebijaksanaan penyidikan sendiri sangat 

terkait dengan pembentukan Interdepartementaal Overleg inzake 

de Handhaving van Miliudelicten (IOHM),yaitu lembaga 

interdepartemen yang bertugas untuk membicarakan bersama 

tentang penegakan delik lingkungan, dengan tujuan untuk 

mengkoordinasikan penyidik delik lingkungan. Dalam penyidikan 

perlu dibedakan dalam tiga tahap.Tahap pertama adalah kunjungan 

ke perusahaan yang bersangkutan dengan pemberian informasi 

mengenai peraturan perundang-undangan serta kewajiban yang 

timbul dari peraturan tersebut. Apabila dalam tahap pertama ini 

diketahui telah terjadi pelanggaran, maka dalam tahap kedua 

diadakan kunjungan-kunjungan lanjutan dengan peringatan agar 

pelanggaran dihentikan. Apabila pelanggaran tersebut tetap 

dijalankan ,maka dalam tahap ketiga akan dilakukan tindakan 

berdasarkan hukum acara pidana. Dasar penegakan hukum 

administratif merupakan landasan bagi munculnya asas ultimum 

remedium sebagai wujud penegakan hukum pidana manakala 

penerapan hukum administratif yang ada dipandang tidak efektif 

dan tidak dapat dilaksanakan maupun tidak berhasil diterapkan 

pada bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hukum lingkungan yang 

berlaku. Siti Sundari Rangkuti telah meneliti masalah berbagai 
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sanksi dalam hukum lingkungan dengan model hukum kontinental 

dan telah mengemukakan kesimpulannya sebagai berikut: 

1) Bagian terbesar dari hukum lingkungan merupakan hukum 

administrasi negara, karena itu sanksi administratif sangat 

penting bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. 

2) Hinder Ordonnatie (Stbl.1926 No 26) perlu segera diubah 

dengan memperhitung kan kepentingan ekologik demi 

pembangunan yang berwawasan lingkungan 

3) Gugatan ganti kerugian terhadap perusak atau pencemar 

lingkungan dapat diajukan kepengadilan negeri dengan 

berdasar pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum, 

tetapi asas schuldaansprakelijkheid yang terkandung pada 

pasal tersebut merupakan penghambat bagi penggugat. 

4) Sanksi Pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam 

menanggulangi masalah pencemaran lingkungan ,tapi hanya 

merupakan ultimatum remedium. 

5) Badan hukum keperdataan dapat dikenai sanksi pidana dalam 

perkara perusakan atau pencemaran lingkungan. 

6) Sanksi hukum terhadap penguasa dalam fungsinya sebagai 

pengelola lingkungan adalah sanksi administratif,sedangkan 

sanksi pidana dapat dikenakan kepada penguasa yang bertindak 

sebagai pribadi terlepas dari tugas dan wewenangnya. 

7) Peraturan perundang-undangan lingkungan (millieuwetgeving) 
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dimasa mendatang hendaklan memuat dan memperhatikan 

prinsip-prinsip hukum lingkungan.32 

 

b. Alasan Digunakannya Asas Subsidiaritas di Indonesia 

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih 

muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa 

akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau 

pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa 

yang dipandang sebagai environmental concern. Moenadjat 

sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarso membedakan antara 

Hukum Lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan 

atau environment-oriented law dan Hukum Lingkungan klasik 

yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use-oriented 

law. Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan 

norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan 

tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan 

kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar 

dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi 

sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya, 

Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-

norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan 

                                                           
32 https://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/asas-subsidiaritas-dalam-hukum-

lingkungan-di-indonesia/  diakses pada tanggal 20 September 2017 pukul 03.00 WIB 

https://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/asas-subsidiaritas-dalam-hukum-lingkungan-di-indonesia/
https://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/asas-subsidiaritas-dalam-hukum-lingkungan-di-indonesia/
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dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai 

akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal 

mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Hukum Lingkungan modern berorientasi kepada 

lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan 

watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih 

banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada 

lingkungan ini, maka Hukum Lingkungan modern memiliki sifat 

utuh-menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam 

dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang 

sebaliknya Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku 

dan sukar berubah. Dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan 

berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif 

terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara 

langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa 

yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung 

kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang 

berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat. Dengan 

demikian hukum lingkungan mempunyai dua dimensi, yang 

pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, 

semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan 

kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya 

memecahkan masalah lingkungan, yang kedua, adalah dimensi 
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yang memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan 

pemerintah dalam mengelola lingkungan. Dalam ruang lingkup 

yang paling luas, hukum lingkungan menyangkut hukum 

internasional (publik dan privat) dan hukum nasional. Termasuk 

hukum lingkungan internasional adalah perjanjian bilateral antar 

negara, perjanjian regional karena semuanya adalah sumber hukum 

yang supranasional. Pencemaran dan perusakan lingkungan tidak 

hanya menjadi masalah nasional, tetapi telah menjadi masalah 

antar negara, regional, dan global. Dunia semakin sempit, 

hubungan antar negara bertambah dekat dan makin tergantung satu 

sama lain. Pencemaran pun semakin luas, kadang-kadang melintasi 

batas-batas negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi 

udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan 

seterusnya. Pembuangan limbah berbahaya misalnya di hulu 

Sungai Rijn akan memberi dampak langsung bagi Jerman dan 

Belanda bahkan negara-negara yang berpantai di laut utara. 

Kebakaran hutan di Serawak akan mudah merembet ke Kalimantan 

Barat dan sebaliknya. Semua ini memerlukan pengaturan khusus 

yang bersifat supranasional. Bahkan kenyataan bocornya ozon, 

membangunkan setiap negara untuk turut serta 

menanggu¬langinya dengan konferensi dan konvensi internasional. 

Dalam ruang nasional, hukum lingkungan menempati titik 

silang pelbagai bagian hukum klasik, yaitu hukum publik dan 
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privat. Termasuk hukum publik adalah hukum pidana, hukum 

pemerintahan (administratif), hukum pajak, hukum tata negara, 

bahkan hukum agraria pun berkaitan dengan hukum lingkungan. 

Kaitannya dengan UUD 1945 dan hukum tata negara, dapat 

ditunjuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa  

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat”.  

Ketentuan tersebut telah dijabarkan ke dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria Tahun 1960, bahkan telah ditambah dengan dimensi 

baru, yaitu ruang angkasa, di samping bumi dan air. Dengan 

demikian, pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak guna 

usaha, hak pakai, dan lain-lain harus juga memperhatikan 

kepentingan lingkungan. Kalau tanah itu dirusak atau dipergunakan 

yang mengakibatkan pencemaran atau rusaknya lingkungan hidup, 

hak itu dapat dicabut. Kaitannya dengan hukum perdata dalam hak 

dan kewajiban, pertanggungjawaban, ganti kerugian, perbuatan 

melanggar hukum dan hukum kontrak. Erwin Usman dan Arimbi 

HP dalam bukunya yang berjudul “199 Lexicon Hukum 

Lingkungan” menyatakan bahwa asas subsidiaritas pidana adalah 

pendayagunaan hukum pidana apabila sanksi bidang hukum lain, 

seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau 
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tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau perbuatannya 

menimbulkan keresahan masyarakat luas. 

Hal tersebut di atas adalah sebagaimana disebutkan dalam 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang 

menyatakan bahwa sebagai penunjang hukum administrasi, 

berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas 

subsidiaritas, yaitu hukum pidana hendaknya didayagunakan 

apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan 

sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat 

dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat luas. 

Asas subsidiaritas pidana atau juga disebut asas ultimum 

remedium, pada intinya menempatkan sarana hukum pidana 

sebagai obat terakhir. Penempatan pidana sebagai sarana terakhir 

disebabkan dari sifat pidana itu sendiri yaitu sebagai penderitaan 

yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu.Pidana merupakan karakter 

yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lainnya 

dalam hal pemberian sanksi kepada pelanggar normanya. Sanksi 

dalam hukum pidana tersebut adalah sanksi negatif, oleh karena itu 

dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang 

negatif. Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang 

hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak 
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memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai 

fungsi yang subsidiar.Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada 

waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih 

merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat bahwa ia 

pernah berbuat jahat. Cap tersebut dalam ilmu pengetahuan disebut 

“stigma”. Jadi orang tersebut mendapat stigma jahat, dan hal ini 

apabila tidak bisa hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur 

hidup. 

Sifat pidana sebagai “ultimum remedium” (obat yang terakhir) 

menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan 

menggunakan pidana sebagai sarana. Oleh karena itu peraturan 

pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan 

hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya. Proses 

(pencabutan) ini merupakan persoalan dekriminalisasi 

(decriminalisering), yakni suatu proses dimana dihilangkan sama 

sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan.Asas subsidiaritas 

pidana dalam hukum lingkungan terlihat dari ketergantungan 

hukum pidana pada hukum administrasi, terutama dalam hal 

perizinan. Sebagaimana diketahui, bahwa yang berwenang 

mengeluarkan izin adalah pejabat administrasi, baik pemerintah 

daerah maupun pemerintah pusat, adapun penempatan sanksi 

pidana pada umumnya terdapat pada bagian intinya yaitu “karena 

tanpa izin”, yang sudah jelas semuanya menunjukkan bahwa 
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hukum pidana lingkungan banyak tergantung pada hukum 

administratif33 

 

D. Tindak Pidana Lingkungan Hidup 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 17 BAB dan 

127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). 

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) 

dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam 

Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang 

baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen 

pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta 

penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek 

transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. 

Beberapa point penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain: 

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; 

2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; 

3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; 

                                                           
33 https://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/asas-subsidiaritas-dalam-hukum-

lingkungan-di-indonesia/  diakses pada tanggal 20 September 2017 pukul 03.00 WIB 

https://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/asas-subsidiaritas-dalam-hukum-lingkungan-di-indonesia/
https://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/asas-subsidiaritas-dalam-hukum-lingkungan-di-indonesia/
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4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan 

lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen 

pengendalian; 

5. Pendayagunaan pendekatan ekosistem; 

6. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan 

lingkungan global; 

7. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses 

partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat 

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

8. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; 

9. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang lebih efektif dan responsif; 

10. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup. 

Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan 

yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing 

yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang dimaksud Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam undang-undang tersebut meliputi: 

1. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan 

hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH 

(Rencana  Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) 
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2. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan 

RPPLH. Tetapi dalam Undang-undang ini telah diatur bahwa jika 

suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber 

daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup. 

3. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi 

lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan 

pemulihan. 

4. Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara 

lain: KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), tata ruang, kriteria 

baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL (Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup), UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan – 

Upaya Pemantauan Lingkungan), perizinan, instrumen ekonomi 

lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan 

hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan 

hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan 

kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan. 

5. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya 

konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/ 

atau pelestarian fungsi atmosfer. 

6. Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi: 

a. Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi 

pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk 
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pejabat yang menebitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), 

pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetikan tanpa hak, 

pengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tanpa izin, 

melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI 

tanpa izin, melakukan pembakaran hutan, 

b. Pengaturan tentang pajabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) 

dan penyidik pengawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya 

sebagai jabatan fungsional. 

Selanjutnya, pengaturan tentang sanksi pidana tidak jauh berbeda 

bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

hidup  dibandingkan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 1999 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap tindak pidana  dibagi dalam 

dalam delik materil maupun delik materil. 

Hanya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pengaturan 

pasal lebih banyak pasal sanksi pidananya bila dibandingkan dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1997 hanya ada enam pasal yang menguraikan masalah sanksi 

pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 

sampai dengan Pasal 46). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 

tahun 2009 ada 19 Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115).  Jika diamati 

dan dibandingkan pengaturan pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak 

pidana lingkungan dalam UUPPLH lebih terperinci jenis tindak pidana 
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lingkungan, misalnya ada ketentuan baku mutu lingkungan hidup, diatur 

dalam pasal tersendiri tentang pemasukan limbah Bahan Berbahaya Dan 

Beracun (selanjutnya disingkat B3), masalah pembakaran lahan, dan 

penyusunan AMDAL tanpa sertifikat akan dikenakan sanksi pidana.  Atau 

dengan kata lain pengaturan sanksi pidana secara terperinci dalam 

beberapa pasal. 

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam 

delik formil dan delik materil. Menurut Sukanda Husin (2009: 122) delik 

materil  dan delik formil dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Delik materil  (generic crime) adalah perbuatan melawan hukum yang 

menyebabkan pencemaran atau  perusakan lingkungan hidup yang 

tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum 

administrasi seperti izin. 

2. Delik formil (specific crime) adalah perbuatan yang melanggar hukum 

terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian 

terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan 

lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan 

membuktikan pelanggaran hukum administrasi. 

Berikut ini dikutip beberapa delik materil yang ditegaskan dalam 

UUPPLH yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yenga berkaitan 

dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu: 

Pasal  105 
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“Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah 

Negara kesatua republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c dipidana dengan penjara paling 

singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun 

dan  denda paling sedikit Rp 4.000.000.000 dan paling banyak 

Rp. 12.000.000.000.” 

Pasal 106 

“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah 

Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

Pasal 69 ayat 1 huruf d dipidana dengan penjara paling singkat 

lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan  denda paling 

sedikit  Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 

15.000.000.000.” 

Pasal 107 

“Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut 

peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69 

ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan  denda paling 

sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 

15.000.000.000.” 
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Pasal 108 

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga 

belas tahun dan  denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan 

paling banyak Rp. 10.000.000.000.” 

Sementara, yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana 

yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau 

individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap 

lingkungan  juga dapat dilihat dalam beberapa pasal seperti: 

Pasal 98 

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku 

mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun  dan denda 

paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak 

Rp.10.000.000.000.” 

Pasal 102 

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa 

izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan 
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pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga 

tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling 

banyak Rp. 3.000.000.000” 

Hal yang membedakan dengan UUPLH dan UUPPLH adalah pada 

sanksi pidana dendanya yang bukan lagi dalam hitungan jutaan rupiah tetapi 

dinaikkan menjadi standar miliaran rupiah. Dalam undang-undang yang 

baru tersebut, juga diatur masalah pertanggujawaban pidana bagi korporasi, 

yang selanjutnya dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga 

terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan 

terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama (vide: Pasal 116 ayat 2). 

Pengaturan yang berbeda juga dapat diamati pada peran kejaksaan yang 

dapat berkoordinasi dengan  instansi yang bertanggung jawab dibidang 

perlindungan hidup untuk melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan 

pidana tambahan atau tindakan tata tertib (vide: Pasal 119 dan Pasal 120).34 

   

E. Sistem Pemidanaan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup 

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (“UU PPLH”)adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang 

telah ditetapkan. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran 

                                                           
34 http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html diakses 

pada Rabu 10 Mei 2017, pukul 14:35 WIB  

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/nprt/22/uu-no-32-tahun-2009-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/nprt/22/uu-no-32-tahun-2009-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/nprt/22/uu-no-32-tahun-2009-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup
http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html
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dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan 

pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan 

hiduup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup dilakukan dengan: 

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup kepada masyarakat; 

2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup; dan/atau 

4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

  

Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:  

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; 

2. Remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk 

memperbaiki mutu lingkungan hidup); 

3. Rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan 

manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan 

lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem); 

4. Restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau 

bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau 

5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
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Suatu perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan 

melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah 

memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. 

Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang 

meminum air sungai yang sudah tercemar. Selain itu, perusahaan juga 

wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada 

sungai tersebut. 

Terdapat beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan 

menurut UU PPLH. Jika suatu perusahaan sengaja membuang limbah ke 

sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU 

PPLH sebagai berikut: 

Pasal 60 UU PPLH: 

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan 

ke media lingkungan hidup tanpa izin.” 

Pasal 104 UU PPLH: 

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke 

media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 

rupiah).” 

 

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, 

menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam 

jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu 

ke media lingkungan hidup tertentu. Selain pidana karena pembuangan 
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limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan 

yaitu: 

1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena 

perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang 

limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara 

ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal 

tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun 

dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar. 

2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena 

perusahaan lalai sehinggamengakibatkan dilampauinya baku mutu 

udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan 

orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda 

paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar. 

 

Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas 

nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: 

1. Badan usaha; dan/atau 
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2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut 

atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak 

pidana tersebut 

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin 

tindak pidanadalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan 

berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. 

Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha 

sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan 

usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam 

dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

selaku pelaku fungsional. 

Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain 

atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan 

tindakan tertentu. 

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak 

lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan 

tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: 

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah 

sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; 

2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau 
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3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

Mengenai kerugian yang diderita warga yaitu ikan di kerambah yang 

mati, masyarakat bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk 

kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat 

apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. 

Gugatan dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu adanya terdapat 

kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara 

wakil kelompok dan anggota kelompoknya 

Jadi warga masyarakat dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok 

dengan tujuan untuk meminta ganti rugi atas ikan di kerambah yang mati 

karena pencemaran lingkungan. Di samping itu perusahaan juga dapat 

dipidana karena pencemaran tersebut mengakibatkan orang meninggal 

dunia. 

 

 


